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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan
Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, perlu
mengubah  beberapa ketentuan dalam Lampiran
Peraturan Badan  Kependudukan dan  Keluarga
Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional
Penyuluh Keluarga Berencana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
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Mengingat

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2018
tentang  Petunjuk  Teknis Pelaksanaan Jabatan

Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;

Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5080);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 322);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 455)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan
Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 209);

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan
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Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Provinsi;

5. Peraturan Badan Kependudukan dan = Keluarga
Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH KELUARGA BERENCANA.

Pasal I
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2018
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional
Penyuluh Keluarga Berencana (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1900) diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Juni 2021

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Juni 2021

KEPALA BADAN

PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id



2021, No.731

LAMPIRAN

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL NOMOR 19
TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN
FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA
BERENCANA

BAB1
PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Dalam rangka telah diundangkannya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21
Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga
Berencana, perlu adanya beberapa perubahan dan penyesuaian
beberapa ketentuan yang perlu dijabarkan lebih lanjut agar lebih
mudah dipahami dan dilaksanakan oleh para Pejabat Fungsional
Penyuluh Keluarga Berencana, dan Anggota Tim Penilai Jabatan
Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.

2. Bahwa untuk menjamin keseragaman dan memperlancar
pelaksanaan peraturan menteri tersebut, perlu menetapkan
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh

Keluarga Berencana.
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